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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Menimbang

Mengingat

NOMOR : W4.U9/%g /KP.05.10/X11/2017
Tentang

PENETAPAN REVIU KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 933/SEK/0T.01/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu
IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasar 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimu;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b

dan ¢, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tanjung
Balai Karimun;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah



5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengalami
perubahan sebagai berikut:
1. Mengurangi, menambah dan merubah bentuk Kinerja Utama yang semula
ada 6 (enam) Kinerja Utama menjadi 4 (empat) Kinerja Utama yaitu :

a. Kinerja Utama ke-1 “ Peningkatan penyelesaian perkara “ dirubah
menjadi “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
Akuntabel”;

b. Menghilangkan Kinerja Utama ke-2 “ Peningkatan Aksebilitas Putusan
Hakim Penyelesaian Perkara“, dan diganti oleh Kinerja Utama ke-3
“Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”;

¢. Menghilangkan Kinerja Utama ke-5 “Peningkatan Aksebilitas Masyarakat
Terhadap Peradilan(acces to justice)”, dan Kinerja Utama ke-6
“Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Menyelesaikan Perkara” ;

d. Menambah Kinerja Utama baru sebagai Kinerja Utama ke 3, yaitu
“Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan”;

2. Mengurangi, menambah dan merubah Indikator Kinerja pada Kinerja

Utama, yaitu :

a. Memindahkan Indikator Kinerja “ Persentase Mediasi Yang Diselesaikan”
pada Kinerja Utama ke-1 yang dulu ke dalam Kinerja Utama ke 2, dan
menghapus Indikator Kinerja “Persentase Mediasi yang Menjadi Akta
Perdamaian” pada Kkinerja Utama ke-1;

b. Memindahkan Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”
pada Kinerja Utama ke-2 yang dulu ke dalam Kinerja Utama ke 1;

¢. Menghilangkan Indikator Kinerja “Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis; Persentase penyitaan tepat waktu; dan
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara, pada Kinerja Utama ke-3 yang
duly;



KEDUA

KETIGA

d. Memindahkan Indikator Kinerja “Persentase berkas yang diajukan
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara
lengkap” dan Indikator Kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak” pada Kinerja Utama
ke-3 yang dulu , ke dalam Kinerja Utama ke 2 “ Peningkatan Efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara”;

e. Memindahkan Indikator Kinerja “Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan” pada Kinerja Utama ke-5 yang dulu, ke dalam Kinerja
Utama ke-3 “Meningkatkan Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan”

f. Memindahkan Indikator Kinerja “Persentase amar putussan perkara
yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online
dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus” pada Kinerja Utama
ke-5 yang dulu, kedalam Kinerja Utama ke 2 “Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara”;

g Memindahkan Indikator Kinerja “Persentase responden yang puas
terhadap layanan peradilan” pada Kinerja Utama ke-6 , ke dalam Kinerja
Utama ke 1 ““Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
Akuntabel”, dan menghilangkan Indikator Kinerja pada Kinerja Utama
ke-6 lainnya;

h. Memasukan Indikator Kinerja “Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan (diambil dari Indikator Kinerja ke 5 sebelumnya; Persentase
perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan; dan Persentase
Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)” pada Kinerja Utama Ke-3 yang baru;

: Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan
acuan yang digunakan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk
mereviu Rencana Strategis, menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun
dokumen Penetapan Kinerja, menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah
serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja ;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 15 Desember 2017

TUA PENGADILAN ‘NEGE%
ANUNGBALAIRARIMUN/
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SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

NOMOR : W4.U9/ /KP.05.10/X1/2017

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU KE 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

[

. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

933/SEK/OT.01/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu IKU Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 maka dipandang perlu menyusun

Tim Penyusun Reviu ke 2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a tersebut
diatas, maka perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Reviu
ke 2 IKU Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan susunan sebagaimana
terlampir.

Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut diatas, perlu diatur dengan
ditertibkan surat keputusan Tim Penyusun Reviu ke 2 Indikator Kinerja Utama
dengan susunan sebagaimana terlampir.

. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2009

. PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

PerMenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

PerMenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi SAKIP.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

1.

Arsip.

MEMUTUSKAN

: Menetapkan susunan Tim Penyusun Reviu Ke 2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan
ini

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya ;

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karim
Pada tanggal _+_23 November 2017%

TUA PENGADILAN NEGERI

BUDIMAN SITORUS. SH
NIP. 196402161987031005




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
NOMOR . W4.U9/ /KU.05.10/X1/2017.
TANGGAL : 23 November 2017

NAMA
NO JABATAN DITUNJUK SEBAGAI
NIP/PANGKAT/GOL
1 BUDIMAN SITORUS, SH Ketua Pelindung/Penasehat
" | NIP. 196402161987031005

’ AGUNG NUGROHO,SH Wakil Ketua Ketua Tim
NIP. 197203072000031001

3 ARYUDIWAN,SH.MH T Koordinator Kepaniteraan
NIP. 197110051992031003 merangkap Anggota
MUHAMMAD RONALDLST Seeriuiis

4 | NIP. 198104212009041003 Sekretaris Kesekretariatan merangkap

Anggota

ZAERVINA Kasubbag Sekretaris merangkap

5 | KURNIATY,A Md,SH Perencanaan, Teknologi S—
NIP.198512192009042006 Informasi dan pelaporan &8
SUL AHMAD, SH . Anggota Tim

6 | NIP. 197007081993031006 Bipucra nnd £Esie -

7 EKO WAHONO,A.Md Panitera Muda Pidana Anggota Tim
NIP. 19800330 2002121002
TIURMA MELVARIAS Panitera Muda Hukum Anggota Tim

8 | SITOMPUL
NIP. 196705161991032003

9 | HENDRA PRAWIRA, SH Kasubbag Umum dan Anggota Tim
NIP. 198709222006041001 Keuangan

10 | SUSI WULANDARI Plt. Kasubbag Anggota Tim

Kepegawaian tata laksana

dan organisasi

Pada tanggal . 23 November 2017,

FF(TU}EENGADILAN NEGERI

Ditetapkan di . Tanjung Balai Karinzn




